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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

. a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Desa, Pemmbangunan Daerah Tertingal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tabun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017 perlu disesuaikar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Perc turan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun
2017 tentang Dana Desa yvang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,

1. Pasal 18 ayat [B) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945



Undang-UndangNomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa

.{Lﬂmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495,

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23  Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Daerah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
{Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948},
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 fentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20135 lentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5717};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telab diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber



Menetapkan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran
Kegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864};

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017
{Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 253);

MEMUTUSBKAN :

: PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Bupati  Grobogan
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa vang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2017 ({Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017,

Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :
Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupal Grobogan.

3. Anggaran Pendépatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Grobogan selanjutnya  disebut APBD  adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan diletapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. Rekening Kas Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah



10.

11.

1

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

Desa adalah kesatuan masyvarakat hukum yang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
MEengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masvarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di Daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakal setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangarn
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekavaan vang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebuil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnyva
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa vang dibahas dan diseiujul bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar selurthb pengeluaran Desa
pada Bank vang ditetapkan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggararl
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk
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16.

17.

membiayai penyelenggaraarl pemerintahan, pelaksanaan
pembangunar, pembinaan kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa vang
akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara
membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa
dengan jumlah Desa secara rasional.

Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disingkat TKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geogralis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan  pelaysnan  dasar, kondisi

infrastruktur dan akses transportasi.

_Timn Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah

Tim vang dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat
Keputusan, terdiri dari unsui perangkat desa dan unsur
masvarakat untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis
disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau
Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa
vang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun

~anggaran sehingga menjadi bagian dari sisa lebih

18.
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perhitungan anggarar APB Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempercleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa yang
selanjutnya disingkat KPA Penyaluran Dana Desa adalah
Kepala KPPN Kabupaten Grobogan sclaku Kepala instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Rendahara Umum Negara untuk

melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.



2. Ketentuan avat (1] Pasal & diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Fasal 6

{1} Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara
pemindahinikuan dari RKUD ke RKD secara hertahap,

dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat

bulan Juli sebesar 60% {enam puluh perseratus); dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% ([empat
puluh perseratus).

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dilakukan paling lambat 7 hari

kerya setelah Dana Desa diterima di RKUD.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa Tahap | sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat {1} huruf a, dilalktukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

a. peraturan desa tentang APB Desa;
laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnnya;

c. rencana penggunaan Dana Desa tahap I; dan

d. rekaman buku RKD.

{2) Capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
avat [1) huruf b dihitung berdasarkan rata-rala persentase
capaian output déri seluruh kegiatan.

{3} Persvaratan penvaluran Dana Desa Tahap 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} disampaikan kepada Bupati c.q
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melalul Camat, paling lambat pada minggu kedua bulan

Maret.



4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagal berilkut:

(1)

(23]

(4]

Pasal &

Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1] huruf b, dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :
a. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output
Dana Desa Tahap [;
h. rencana penggunaan Dana Desa tahap IL
Laporan realisasi penyerapan dan pencapalan outpul
Dana Desa Tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf a menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata
paling sedikit sebesar 75% (tujuh pulub lima perseratus)
dan capaian output paling scdikit 50% {lima puluh per
seratus}.
Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat [2},
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capalan output
dari seluruh kegiatan.
Penvusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian output, velume oulput, cara pengadaan,
dan capaan gutput.
Laporan realisasi penyerapan, pencapaian output Tahap I
dan rencana penggunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Bupati c¢.g Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melalui Camat, paling lambat pada

minggu kedua bulan Juli.

5 Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagal

berikut ;

(1]

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Pemnbangunan Desa dan Pemberdayaan Masyvarakat

Desa; dan

b. pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas

bidang.



12)

(3)

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b diutamalan pada bidang kegiatan BUMDesa
atay BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa
atan kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.

Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), dipublikasikan oleh Pemerintah Desa
kepada masyarakat di ruang publik atau ruang vang

dapat diakses masyarakat Desa.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyl sebagai

Lherikut :

(1)

(4)

5]

Pasal 29
Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa pada seliap
rahap kcpada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melalui Camat masing-masing.
Laporan realisasl penyerapan dan output Dana Desa
cbagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas .
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahun anggaran sebelumnya, dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian oulpld Dana
Desa Tahap L.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf a, disampaikan paling lambat pada
tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap | sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf
b, disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan. _
Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan secbagaimana
dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4}, Kepala Desa dapat
menyampaikan pemutakhiran capaian oufput tersebut,
untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada

aplikasi.



(@) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ouiput Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada avat (2}, disusun dengan Format sebagaimana
rercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 {satu) satu pasal

yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai herikut :

{1}

(2]

(3)

(4)

(2]

Paszal 29A

Bupati menyampaikan laporan realisas penyaluran dan

laporan konsolidasi realisasi penverapan dan capalan

output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran Dana Desa dengan tembusan Gubernur Jawa

Tengah, Menteri Dalam Neger dan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi

realisasi penyerapan dan capaian ouiput Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri atas :

a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidas:
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

b, laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian ouiput Dana Desa
tahap [ .

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas)

hari sejak Dana Desa diterima di RKUD .

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2}

huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari

tahun anggaran berjalan.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa sebagaimana dibaksud pada ayat {2}

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun

anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas

waktl penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

avat (3), avat (4) dan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran Dana Desa dapat meminta Bupali untuk

melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan



dimaksud untuk selanjutnya dilalkukan pemutakhiran

data pada aplikasi.

9 Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagal

beriloat -

{1)

(2}

(3)

15

Pasal 36

Bupati memberi sanksi penundaan penyaluran Dana
Desa Tahap | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf a, apabila :

a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat
{1} karena belum menyampaikan Peraturan Desa
tentang APB Desa, laporan realisasi penyerapan dan
capalan output Dana Desa tahun sebelumnya dan
iainnya;

b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan

c. terdapat rekomendasi yang disarnpaikan oleh aparat
pENZAWas fungsional di daerah.

Penundaan penyeluran Dana Desa sebagalmana

dimaksud pada ayat {1} huraf b dilakukan terhadap

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnysa.

Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

iebih besar dari jumlah Dana Desa yang alcan disalurkan

pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap 1 tidak
dilakukan.

Penuindaan penvaluran Dana Desa karena ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaloukan

sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya sehingga

jumlah Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi sebesar 30%

{tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya.

Dalam hal sampai dengan bulan Agustus talhiun anggaran

berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluhb
perseratus), maka penyaluran Dana Desa yang ditunra
sebagaimana dimaksud pada ayat {2] tidak dapat

disaturkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



(5)

(7}

(8]

(9}

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat {3)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (0) tidak dapat disalurkan kembalt pada tahun
anggaran berikutnya.

Rekomendasi aparat pengawas fungsional di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8]
disampaikan kepada Bupati dengan ternbusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Dresa sebelum

batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimalksud

dalam Pasal 6.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi

sebagal berikut ;

{1}

(3)

Pasal 37

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalarm hal:

4 dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 avat (1}
telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%i(tiga puluh per
seratus); dan

¢. terdapat usulan dan aparat pengawas [ungsional
daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana diméksud dalam Pasal 36 ayat {1} huruf a

dan huruf ¢ berlangsung sampal dengan berakhirnya

tahun anggaran, maka Dana Desa tersebut tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD sehmgga menjadi Sisa Dana Desa

di RKUD.

Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud dalam pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku

KPA Penyaluran Dana Desa.



(4)

(3)

(6)

{7}

(8}

(9

Bupati memberitahuikan penundaan penyaluran Dana
Desa schagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala
Desa, paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan, agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APB Desa tahun anggaran berikuinya.

Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD
yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud
pada avat (2} dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa
dari RKUD ke BKD scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke
RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran
berjaulan, maka Sisa Dana Desa tersebut akan
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran
Dana Desa tahap T dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penvaluran
schelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran
Sisa Dana Desa tahap | vang belum disalurkan dari RKUN
ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5} kepada
Kepala KPPN gelaku KPA Penyaluran Dana Desa paling
lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap 1 dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat i
Kepala KPPN selaku KPA Penyahuran Dana Desa
menvalurkan sisa Dana Desa tahap 1 yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat {6} paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan
penvaluran sisa Dana Desa tahap I schagaimana

dimaksud pada ayat (7}, sisa Dana Desa tahap [ yang



helum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat [6) menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN .

{10) Berdasarkan permintaan penvaluran Sisa Dana Desa dari
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyalurkan Dana Desa tahap | yang belum disalurkan
dari RKUN ke RKUD sebagatmana dimaksud pada ayat (D}
.paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan.

{11} Datam hal Bupati tidak menyvampaikan permintaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), maka Dana Desa tahap 1 yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4], menjadi Sisa Anggaran Lebih

pacda RKUN.

10. Ketenituan ayat (1) dan ayat {2) Pasal 38 diutbah, sehingga

berbunyi sebagat berikut
Pagal 38

(1) Bupati memberi sanksl pemotongan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih
dari 20% [tiga pulub per seratus}.

(2} Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana
Desa tahun anggaran berikutnya.

[3) Bupati melaporkan pemotongan penvaluran Dana Desa
sebagaimana pada ayat (1} kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran Dana Desa.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penpundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannys

dalam Berita Daerah KabupatenGrobogan.

Ditetapkan di Purwodads
pada tanggal 2L Ju 2

T1 GROBOGAN,
£

SR

SRI SUMARNI

Diundangkandi Purwodadi
pada tanggal 24 . JuU 201
ARIS DAERAH

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR IL,f



